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Abstrak: Tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya 
pada pasangan usia pernikahan dini (nol hingga lima tahun) 
menuntut adanya upaya preventif yang sejalan dengan prinsip 
hukum Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga (hifdzun 
nasl). Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan 
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bentuk intervensi 
negara untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 
warahmah. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Bimwin di 
KUA dalam perspektif hukum Islam serta efektivitasnya 
sebagai sarana internalisasi nilai perkawinan. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian kepustakaan (library research). Data dianalisis 
secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada sumber hukum 
Islam (Al-Quran, Hadis, Fikih Munakahat) serta regulasi 
perundang-undangan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa konsep Bimwin selaras dengan prinsip Sadd adz-
Dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), di mana 
pembekalan pranikah berfungsi mencegah terjadinya 
perceraian yang dibenci Allah. Materi bimbingan meliputi hak 
dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, dan ketahanan 
keluarga merupakan perwujudan konsep Mu'asyarah bil 
Ma'ruf (bergaul dengan baik). Transformasi kebijakan dari 
anjuran menjadi kewajiban sejak tahun 2024 dengan sertifikat 
sebagai syarat administratif pencatatan nikah menunjukkan 
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penguatan kedudukan hukum. Namun penguatannya 
memerlukan integrasi nilai fikih kontemporer yang adaptif 
terhadap tantangan sosial modern guna meminimalisir angka 
perceraian secara efektif melalui kolaborasi multisektoral 
dengan instansi kesehatan dan keluarga berencana. 
Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, KUA, Hukum Islam, 
Pencegahan Perceraian, Maqashid Syariah 

 
Abstract: The escalating divorce rate in Indonesia, 
particularly among couples in early marriage (zero to five 
years), necessitates preventive interventions aligned with 
Islamic legal principles to preserve family integrity (hifdzun 
nasl). Marriage Guidance (Bimwin) conducted by the Office 
of Religious Affairs (KUA) represents state intervention to 
establish harmonious families (sakinah mawaddah 
warahmah). This study analyzes Bimwin implementation 
from an Islamic law perspective and its effectiveness in 
internalizing marital values. Employing qualitative library 
research methodology, data were analyzed descriptively-
analytically referring to Islamic legal sources (Quran, Hadith, 
Fiqh Munakahat) and Indonesian regulations. Findings 
indicate that Bimwin conceptually aligns with Sadd adz-
Dzari'ah principle (blocking paths to corruption), where 
premarital guidance prevents divorce prohibited by Allah. 
Guidance materials encompassing spousal rights and 
obligations, conflict management, and family resilience 
embody Mu'asyarah bil Ma'ruf (harmonious cohabitation). 
Under Islamic law, Bimwin constitutes a crucial instrument 
ensuring fulfillment of spiritual marriage requirements to 
achieve Maqashid Sharia objectives. The transformation from 
voluntary to mandatory policy since 2024, requiring 
certification as administrative prerequisite for marriage 
registration, demonstrates strengthened legal standing. 
However, enhancement requires integration of contemporary 
Islamic jurisprudence values more adaptive to modern social 
challenges for effectively minimizing divorce rates through 
multisectoral collaboration involving health institutions and 
family planning agencies. 
Keywords: Marriage Guidance, Office of Religious Affairs, 
Islamic Law, Divorce Prevention, Maqashid Sharia 
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Pendahuluan 
Institusi perkawinan di Indonesia saat ini tengah menghadapi 

tantangan sosiologis yang sangat serius. Berdasarkan data statistik dari 
Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik (BPS), grafik angka 
perceraian terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan 
setiap tahunnya 1. Fenomena "darurat perceraian" ini didominasi oleh 
pasangan pada usia perkawinan muda (0–5 tahun), yang mencerminkan 
rapuhnya fondasi kesiapan calon pengantin sebelum memasuki jenjang 
rumah tangga 2. Akar permasalahan dari tingginya angka perceraian ini 
bersifat multifaktor, mulai dari rendahnya pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban suami-istri, lemahnya keterampilan komunikasi dan resolusi 
konflik, hingga faktor ekonomi dan psikologis. Dalam perspektif sosial, 
perceraian tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi 
juga menjadi ancaman bagi struktur masyarakat luas, terutama terkait pola 
asuh anak dan meningkatnya beban sosial negara. Ketidakmampuan 
pasangan dalam mengelola dinamika rumah tangga sering kali bersumber 
dari pandangan yang terlalu romantis-idealistik terhadap pernikahan tanpa 
dibekali dengan literasi pranikah yang memadai. Oleh karena itu, 
diperlukan sebuah mekanisme filterisasi dan pembekalan yang bersifat 
sistemik untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang mencatatkan 
pernikahannya memiliki kapasitas minimal untuk mempertahankan 
keutuhan keluarganya. 

Merespons krisis tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama 
Republik Indonesia telah menginisiasi program Bimbingan Perkawinan 
(Bimwin) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Secara 
konseptual, Bimwin diposisikan sebagai strategi preventif kelembagaan 
(institutional preventive strategy)3. Rencana pemecahan masalah melalui 
program ini dilakukan dengan cara memberikan intervensi edukatif kepada 
calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan. Intervensi ini dirancang 
untuk mengubah paradigma "pernikahan sebagai tujuan akhir" menjadi 
"pernikahan sebagai proses panjang" yang memerlukan manajemen risiko. 
Melalui bimbingan ini, KUA berperan sebagai garda terdepan dalam 
mentransformasi pengetahuan teknis hukum maupun nilai-nilai teologis 
menjadi keterampilan praktis. Rencana pemecahan masalah dalam 
penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana materi-materi bimbingan 

 
1 Nurhasnah Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan 
Konteks Menurut 4 Mazhab,” Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2024): 15. 
2 Ahmad Saogi, “Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundo Dan 
Kedawung Kabupaten Cirebon,” Jurnal Ilmiah Gema Perencana 2 (2022). 
3 Nur Hotimah, “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN 
DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota 
Kabupaten Pamekasan)” 1, no. 1 (2021): 45–68. 
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yang bersifat komprehensif seperti manajemen konflik, kesehatan 
reproduksi, dan ketahanan finansial diintegrasikan dengan prinsip-prinsip 
syariat Islam untuk menciptakan ketahanan keluarga. Dengan 
menggunakan pendekatan hukum Islam dan kebijakan publik, penelitian 
ini akan mengkaji sejauh mana Bimwin dapat menjadi solusi efektif dalam 
menekan ego sektoral pasangan dan menggantinya dengan kesadaran akan 
kemaslahatan bersama. 
 
Tinjauan Pustaka  

Kajian teoritik dalam penelitian ini berpijak pada beberapa pilar 
utama. Pertama, teori Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh para ulama 
klasik hingga kontemporer (seperti Asy-Syatibi dan Jasser Auda) 4. Dalam 
konteks ini, pernikahan bukan sekadar akad perdata, melainkan sarana 
untuk mencapai kemaslahatan (maslahah). Bimwin dipandang sebagai 
instrumen Wasail (perantara) untuk mencapai Ghayah (tujuan) berupa 
keluarga sakinah. Tanpa pembekalan ilmu, tujuan utama pernikahan untuk 
melindungi hak-hak manusia sering kali terabaikan, sehingga bimbingan 
menjadi sebuah kebutuhan darurat (hajiyat yang mendekati daruriyat). 

Kedua, teori Sadd adz-Dzari’ah (menutup jalan menuju kerusakan). 
Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang menjadi perantara menuju hal 
yang dilarang (perceraian yang tidak beralasan) maka perantara tersebut 
harus dicegah. Bimwin merupakan manifestasi dari teori ini, di mana 
ketidaktahuan calon pengantin dianggap sebagai "lubang" yang dapat 
menjerumuskan pada perceraian, sehingga pemberian edukasi menjadi 
wajib secara kebijakan (siyasah syari'iyyah). Ketiga, teori Ketahanan 
Keluarga (Family Resilience). Secara sosiologis, keluarga dianggap sebagai 
sistem yang harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap stres dan 
tantangan ekonomi 5. Kajian literatur menunjukkan bahwa kesiapan 
psikologis dan literasi hukum memiliki korelasi positif dengan stabilitas 
rumah tangga. Oleh karena itu, integrasi antara nilai agama (seperti konsep 
Mu’asyarah bil Ma’ruf) dan ilmu pengetahuan modern (seperti psikologi 
keluarga) dalam kurikulum Bimwin menjadi fokus teoritis dalam penelitian 
ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 
bagi pengembangan kajian Hukum Islam kontemporer, khususnya dalam 
bidang hukum keluarga di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini 
diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dan KUA 

 
4 Taufik Nur Husin et al., “Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi 
Perceraian” 04, no. 2 (2025): 153–61. 
5 Achmad Fathoni, “Family Resilience and Implementation of Islamic Family 
Jurisprudence on Millennial Muslim Families in Gresik , Indonesia Ketahanan Keluarga 
Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik , Indonesia” 
2, no. 2 (2021): 247–67, https://doi.org/10.24260/jil.v. 
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dalam menyempurnakan metode pelaksanaan Bimwin agar tidak terjebak 
pada formalitas administratif semata, melainkan menjadi pengalaman 
transformatif bagi calon pengantin. Dengan penguatan pada sektor hulu 
(pranikah), diharapkan angka perceraian di hilir dapat ditekan secara 
signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional 
melalui unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. 

Secara teoritis, upaya penekanan angka perceraian oleh KUA 
berlandaskan pada konsep ketahanan keluarga yang komprehensif, di 
mana keutuhan rumah tangga dipandang sebagai hasil dari keseimbangan 
antara aspek legalitas, pemahaman agama, dan kematangan emosional. 
Dalam literatur hukum keluarga Islam, prinsip hifzh an-nasl (menjaga 
keturunan) menjadi dasar filosofis mengapa keutuhan keluarga harus 
dipertahankan. Tugas pokok KUA dalam hal ini selaras dengan Peraturan 
Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 pasal 5 ayat 2, yang 
mengamanatkan fungsi bimbingan dan penyuluhan agama sebagai 
instrumen untuk memitigasi potensi keretakan rumah tangga. Teori 
mediasi juga menjadi landasan penting, di mana KUA melalui para 
penyuluh dan penghulu berperan sebagai pihak ketiga yang netral untuk 
menjembatani komunikasi antar pasangan yang berkonflik, sejalan dengan 
prinsip ishlah (perdamaian) yang diajarkan dalam hukum Islam. Selanjutnya 
kajian literatur mengenai bimbingan pra-nikah menunjukkan bahwa 
kesiapan mental dan pengetahuan tentang hak serta kewajiban suami-istri 
merupakan tujuan utama dalam stabilitas perkawinan. Program Bimbingan 
Perkawinan (Bimwin) di KUA secara teoritis berfungsi sebagai "imunisasi 
hukum dan sosial" yang membekali calon pengantin dengan keterampilan 
manajemen konflik dan pemenuhan kebutuhan psikologis pasangan. 
Selain itu, integrasi antara regulasi hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan) dan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyuluhan 
di KUA menciptakan sebuah sistem dukungan sosial yang kuat. Dengan 
mengacu pada berbagai studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran 
KUA bukan hanya bersifat reaktif terhadap konflik, melainkan proaktif 
dalam membangun fondasi keluarga yang kokoh melalui pendidikan 
berkelanjutan dan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 
 
Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. 
Fokus utama metode ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis 
secara mendalam berbagai literatur yang relevan dengan peran Kantor 
Urusan Agama (KUA) dalam upaya menekan angka perceraian. Sumber 
data penelitian ini mencakup regulasi perundang-undangan seperti UU 
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, 
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serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE no 2 
Tahun 2024) terkait Bimwin. juga data dari jurnal ilmiah, laporan tahunan 
statistik perceraian, serta artikel akademik yang mengkaji efektivitas 
layanan konseling keluarga di Indonesia. 

Proses analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content 
analysis) dan metode berpikir deduktif. Validitas data dijamin melalui teknik 
triangulasi sumber pustaka untuk memastikan bahwa argumen yang 
dibangun memiliki landasan teoretis yang kuat dan aktual.  

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis 
keselarasan materi Bimwin di KUA dengan nilai-nilai fundamental dalam 
Hukum Islam (Fikih Munakahat). 2) Menjelaskan kedudukan Bimwin 
dalam kerangka Maqashid Syariah, khususnya dalam upaya menjaga 
keturunan (hifdzun nasl) dan menjaga jiwa (hifdzun nafs). 3) Mengevaluasi 
efektivitas implementasi Bimwin di KUA sebagai strategi negara dalam 
mewujudkan ketahanan keluarga nasional. 
 
Hasil dan Pembahasan  

Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk membedah secara 
mendalam peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda 
terdepan dalam memitigasi tingginya angka perceraian di Indonesia 
melalui pendekatan preventif dan edukatif. Artikel ini bermaksud 
memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana transformasi 
layanan keagamaan di KUA dapat dioptimalkan untuk menjaga ketahanan 
keluarga. Fokus bahasan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, 
tetapi juga mengeksplorasi efektivitas program kerja KUA dalam 
merespons dinamika sosial dan pergeseran nilai perkawinan di era 
kontemporer, sehingga dapat dirumuskan strategi penguatan institusi 
KUA dalam mewujudkan keluarga yang stabil dan berkelanjutan. 

 
Optimalisasi Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai 
Upaya Preventif  

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan instrumen 
utama KUA dalam memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum 
memasuki mahligai rumah tangga. Pembahasan dalam artikel ini 
menunjukkan bahwa Bimwin berfungsi sebagai wadah literasi manajemen 
konflik dan edukasi hak-hak reproduksi serta finansial (Ulfa, 2021). Secara 
literatur, kesiapan mental yang dibangun melalui Bimwin berkorelasi 
positif terhadap penurunan ego sektoral pasangan yang sering menjadi 
pemicu perselisihan tajam (Hasanah & Khairunnisa, 2024). KUA 
bertindak sebagai edukator yang menanamkan kembali sakralitas 
perkawinan di tengah arus modernitas, memastikan bahwa setiap pasangan 
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memiliki fondasi pemahaman yang kuat untuk menghadapi problematika 
rumah tangga tanpa harus segera menempuh jalur perceraian. 

Transformasi kebijakan bimbingan perkawinan dari anjuran menjadi 
kewajiban administratif menandai perubahan paradigma negara dalam 
melindungi institusi keluarga melalui mekanisme preventif yang 
terstruktur dan sistematis. Berdasarkan ketentuan regulasi terbaru, setiap 
calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah 
diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai prasyarat yang 
harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dapat dilangsungkan 6. 
Kewajiban ini diperkuat melalui mekanisme verifikasi pada tahap 
pemeriksaan nikah di mana pegawai pencatat nikah harus memastikan 
bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan yang 
dibuktikan dengan sertifikat sebagai syarat kelengkapan administratif yang 
setara dengan dokumen kependudukan lainnya. Implementasi kewajiban 
ini merefleksikan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan calon 
pasangan suami istri agar memiliki pengetahuan memadai tentang hak dan 
kewajiban dalam rumah tangga, keterampilan komunikasi efektif, 
manajemen konflik konstruktif, serta pemahaman tentang kesehatan 
reproduksi yang menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga harmonis 7. 

Landasan filosofis yang menjiwai kewajiban bimbingan perkawinan 
berpijak pada tujuan luhur pernikahan sebagai ikatan sakral yang mengikat 
secara lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri. Tujuan utama dari ikatan perkawinan adalah membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, sehingga persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang 
pernikahan menjadi keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Konsepsi 
perkawinan sebagai institusi sakral dan permanen meniscayakan adanya 
pemahaman mendalam dari kedua belah pihak tentang makna komitmen, 
tanggung jawab, serta konsekuensi dari keputusan untuk mengikatkan diri 
dalam sebuah pernikahan. Bimbingan perkawinan berfungsi sebagai 
jembatan antara idealitas tujuan pernikahan dengan realitas tantangan 
kehidupan berumah tangga, memastikan bahwa keputusan menikah bukan 
hanya didasari perasaan cinta semata tetapi juga kesiapan intelektual, 
emosional, dan spiritual untuk membangun kehidupan bersama yang 
berkelanjutan 8. 

 
6 Wahyu Saydul Fuqoha and Faisal Efendi, “Effectiveness of Premarital Counseling 
Implementation for Prospective Brides and Grooms at the Office of Religious Affairs” 
3 (2025): 53–65. 
7 “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 
Pencatatan Pernikahan,” 2024, 1–22. 
8 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 
Notes and Queries s2-IX, no. 215 (1974): 112, https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a. 
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Implementasi bimbingan perkawinan di berbagai wilayah Indonesia 
menunjukkan variasi pelaksanaan yang signifikan tergantung pada 
kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen 
institusional masing-masing Kantor Urusan Agama 9. Penelitian lapangan 
mengungkapkan bahwa KUA di wilayah tertentu telah berhasil 
melaksanakan kewajiban bimbingan perkawinan melalui metode klasikal 
dan mandiri meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan jumlah 
fasilitator bersertifikat yang terbatas. Aspek komunikasi kebijakan telah 
dijalankan dengan baik di mana KUA menginformasikan kepada calon 
pengantin sejak awal pendaftaran bahwa sertifikat bimbingan perkawinan 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh buku nikah, sehingga 
tidak terjadi penolakan atau resistensi dari masyarakat. Dari segi sumber 
daya, KUA memanfaatkan tenaga fasilitator yang telah tersertifikasi dan 
melakukan kolaborasi dengan Puskesmas serta Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana untuk materi kesehatan reproduksi guna memastikan 
komprehensi materi bimbingan 10. 

Efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian dan 
membangun ketahanan keluarga telah dibuktikan melalui berbagai studi 
empiris yang menunjukkan korelasi positif antara partisipasi dalam 
program bimbingan dengan tingkat kesiapan mental calon pengantin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima puluh lima persen peserta 
menilai program bimbingan perkawinan sangat penting dan tiga puluh 
lima persen menilai penting karena memberikan bekal pengetahuan, 
kesiapan mental spiritual, serta keterampilan praktis dalam mengelola 
kehidupan rumah tangga. Materi bimbingan yang mencakup lima pokok 
bahasan resmi yaitu pembinaan rumah tangga, hak dan kewajiban suami 
istri, pendidikan anak, kesehatan reproduksi, serta manajemen keuangan 
keluarga terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan 
calon pengantin menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Faktor 
pendukung utama keberhasilan program ini meliputi kompetensi 
narasumber yang ahli di bidangnya, kejelasan modul nasional yang 
terstandarisasi, serta komunikasi yang terarah antara fasilitator dengan 
peserta bimbingan 11. 

 
9 Syamsarina Syamsarina, “Implementasi Moderasi Islam Untuk Meningkatkan Layanan 
Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh” 7 (2025): 813–22, 
https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i2.7217. 
10 Nurhasanah and Hannani, “Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan 
Hukum Nasional” 12, no. 1 (2025): 307–18. 
11 Lora Febrianti et al., “Guidance On Marriage And Islamic Family Law: Strengthening 
Family Resilience In Facing The Dynamics And Complexities Of Contemporary 
Families” 7 (2025). 



Volume 14, Nomor 1, Juni 2026 58 

 

Peran Strategis Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mediasi 
Konflik  

Selain upaya sebelum nikah, KUA juga memegang peran vital 
melalui layanan konseling bagi keluarga yang sedang mengalami krisis. Sub-
bab ini menjelaskan bahwa penghulu dan penyuluh agama bertindak sebagai mediator 
informal yang berupaya melakukan ishlah (perdamaian) sebelum perkara diajukan 
ke Pengadilan Agama. Mediasi yang dilakukan di KUA memiliki keunggulan 
karena pendekatan yang digunakan cenderung persuasif dan berbasis pada 
nilai-nilai keagamaan yang menyentuh sisi spiritual pasangan. Upaya 
mediasi ini menjadi "benteng terakhir" di tingkat kecamatan untuk 
menekan laju perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang 
sebenarnya masih bisa dikomunikasikan, seperti masalah ekonomi ringan 
atau kurangnya kesepahaman pola asuh anak. 

Peran penyuluh agama dalam konteks bimbingan perkawinan tidak 
terbatas pada penyampaian materi di kelas pranikah tetapi juga mencakup 
pendampingan berkelanjutan ketika pasangan menghadapi permasalahan 
rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian. Dalam kerangka 
regulasi pencatatan pernikahan terkini, tugas dan fungsi Kantor Urusan 
Agama diperluas untuk memberikan layanan bimbingan yang bersifat 
preventif maupun kuratif, di mana penyuluh agama berperan sebagai 
mediator informal yang berupaya melakukan rekonsiliasi sebelum konflik 
rumah tangga meningkat menjadi gugatan perceraian di pengadilan. 
Penyuluh agama yang memiliki kompetensi di bidang konseling keluarga 
Islam dapat memberikan ruang aman bagi pasangan untuk 
mengungkapkan permasalahan mereka tanpa rasa takut akan stigma sosial 
atau konsekuensi hukum yang prematur. Pendekatan konseling yang 
digunakan mengintegrasikan prinsip psikologi modern dengan ajaran 
Islam tentang mu'asyarah bil ma'ruf yang mendorong pasangan untuk 
berkomunikasi dengan cara yang baik, menghormati perbedaan pendapat, 
dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus mengakhiri 
ikatan pernikahan 12. 

Landasan yuridis bagi upaya mediasi yang dilakukan oleh penyuluh 
agama dan penghulu di tingkat KUA dapat ditemukan dalam ketentuan 
hukum perkawinan nasional yang mewajibkan adanya upaya perdamaian 
sebelum perceraian dapat dikabulkan oleh pengadilan. Ketentuan hukum 
menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yang mengindikasikan bahwa 
upaya perdamaian merupakan prasyarat prosedural yang harus ditempuh 

 
12 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 
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sebelum ikatan perkawinan dapat diputuskan secara hukum 13. KUA 
sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat 
kecamatan memiliki posisi strategis untuk melakukan upaya perdamaian 
pada tahap paling awal bahkan sebelum pasangan memutuskan untuk 
mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Intervensi dini ini sangat 
penting karena banyak konflik rumah tangga yang sebenarnya dapat 
diselesaikan melalui komunikasi yang efektif dan mediasi yang tepat tanpa 
perlu melalui proses litigasi yang seringkali memperburuk hubungan 
antarpihak dan memberikan dampak traumatis bagi anak-anak 14. 

Kompetensi penyuluh agama dalam melakukan mediasi konflik 
rumah tangga menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan upaya 
rekonsiliasi antara pasangan yang sedang mengalami krisis pernikahan. 
Studi lapangan mengungkapkan bahwa penyuluh agama yang efektif 
adalah mereka yang mampu berperan sebagai inspirator, motivator, 
katalisator, stabilisator, dan fasilitator yang membantu pasangan 
menemukan kembali alasan mengapa mereka memutuskan untuk menikah 
dan membangun keluarga bersama. Penyuluh yang memiliki latar belakang 
keilmuan di bidang konseling Islam, psikologi, atau ilmu komunikasi 
cenderung lebih mampu memahami dinamika konflik rumah tangga dan 
memberikan solusi yang tidak hanya bersifat normatif-religius tetapi juga 
praktis dan aplikatif dalam konteks kehidupan modern 15. Kemampuan 
berkomunikasi dengan empati, mendengarkan secara aktif, memberikan 
ruang bagi kedua belah pihak untuk mengekspresikan perasaan dan 
kebutuhan mereka tanpa penghakiman, serta keterampilan dalam 
mengidentifikasi akar permasalahan dan memfasilitasi negosiasi win-win 
solution merupakan kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh setiap 
penyuluh agama yang menjalankan fungsi mediasi 16. 

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan fungsi mediasi di tingkat 
KUA adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang tersedia 
untuk menangani volume kasus yang terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya angka permohonan perceraian di berbagai wilayah. Data 

 
13 Putri Rahmaida Ulfah and Rahmat Fadillah, “Perception Of Married Couples On 
Religious Counseling Conducted By Kua, Basarang District, Kapuas Regency,” 2024, 
1076–81. 
14 “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 
Pencatatan Pernikahan.” 
15 Nurhasanah and Hannani, “Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan 
Hukum Nasional.” 
16 Nadhrah Afifah Dzalqi, Arini Safitri, and Nor Fatmah, “Peran Penyuluh Agama Islam 
Dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin Di KUA Jekan Raya Institut Agama 
Islam Negeri Palangka Raya , Indonesia Memahami Peran Penyuluh Agama Dalam 
Bimbingan Pernikahan. Soerjono Soekanto ( 1982 )” 4 (2025). 
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empiris dari lembaga peradilan menunjukkan bahwa dalam satu bulan saja 
terdapat ratusan permohonan perceraian dengan tingkat pengabulan yang 
sangat tinggi mencapai lebih dari delapan puluh persen, mengindikasikan 
bahwa upaya mediasi baik di tingkat KUA maupun di tingkat pengadilan 
belum sepenuhnya efektif dalam mencegah putusnya ikatan pernikahan 17. 
Kondisi ini meniscayakan perlunya penguatan kapasitas institusional KUA 
melalui penambahan jumlah penyuluh agama yang memiliki sertifikasi 
konselor keluarga, penyediaan ruang konseling yang nyaman dan 
menjamin privasi klien, pengembangan sistem rujukan yang jelas untuk 
kasus-kasus kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga atau 
gangguan kesehatan mental, serta alokasi anggaran khusus untuk 
penyelenggaraan program mediasi dan konseling berkelanjutan 18. 

 
Tantangan dan Adaptasi KUA dalam Menghadapi Dinamika Sosial 
Kontemporer  

Meskipun secara regulasi KUA memiliki mandat yang kuat, 
implementasi di lapangan menghadapi tantangan besar berupa pola pikir 
masyarakat yang semakin pragmatis terhadap perceraian. Pembahasan ini 
menguraikan bahwa transformasi digital dan layanan konsultasi berbasis teknologi 
menjadi keharusan bagi KUA untuk tetap relevan (Saogi, 2022). KUA dituntut 
untuk tidak hanya menunggu di kantor, tetapi juga proaktif dalam 
melakukan diseminasi informasi melalui kanal-kanal yang mudah diakses 
oleh generasi muda. Adaptasi ini krusial agar fungsi edukatif dan 
konsultatif KUA tidak dianggap usang, melainkan menjadi solusi nyata 
bagi pasangan yang membutuhkan pendampingan profesional dalam 
menjaga keutuhan rumah tangga di tengah kompleksitas problematika 
sosial saat ini. 

Pergeseran nilai-nilai perkawinan di era digital telah mengubah 
secara fundamental ekspektasi dan perilaku generasi milenial serta generasi 
Z terhadap institusi pernikahan di mana komitmen jangka panjang 
seringkali dikalahkan oleh pencarian kepuasan instan dan toleransi yang 
rendah terhadap konflik interpersonal. Fenomena ini tercermin dalam tren 
peningkatan perceraian pada pasangan usia muda yang menikah di bawah 
lima tahun yang menurut berbagai penelitian menjadi kelompok dengan 
angka perceraian tertinggi di Indonesia akibat kurangnya kesiapan mental 
dan pemahaman tentang kompleksitas kehidupan berumah tangga. 

 
17 Rohmad Said, “Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat 
Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 (Studi Di Kua Kecamatan Bululawang, 
Kabupaten Malang)” 7 (2025). 
18 Febrianti et al., “Guidance On Marriage And Islamic Family Law: Strengthening Family 
Resilience In Facing The Dynamics And Complexities Of Contemporary Families.” 
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Perubahan sosial ini menuntut KUA untuk tidak hanya menyampaikan 
materi bimbingan perkawinan secara konvensional tetapi juga 
mengintegrasikan pemahaman tentang tantangan kontemporer seperti 
pengaruh media sosial terhadap relasi pernikahan, manajemen ekspektasi 
dalam era konsumerisme, keseimbangan antara tuntutan karier dan 
tanggung jawab keluarga, serta pengelolaan komunikasi di era digital yang 
penuh distraksi dan potensi konflik. Materi bimbingan perkawinan perlu 
diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan realitas 
kehidupan pasangan muda saat ini dengan melibatkan narasumber dari 
berbagai disiplin ilmu seperti psikolog, konselor keuangan, dan praktisi 
kesehatan reproduksi 19. 

Implementasi teknologi informasi dalam layanan KUA bukan hanya 
sekadar digitalisasi administrasi melalui sistem manajemen nikah berbasis 
elektronik tetapi juga harus mencakup inovasi dalam penyampaian 
bimbingan perkawinan yang dapat diakses secara daring oleh calon 
pengantin. Regulasi terkini telah memberikan landasan yuridis bagi 
pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui metode virtual sebagai 
alternatif bagi calon pengantin yang memiliki kendala geografis, 
keterbatasan waktu, atau situasi khusus yang menghalangi mereka untuk 
menghadiri sesi klasikal di kantor KUA. Pemanfaatan platform digital 
seperti aplikasi mobile, webinar interaktif, dan sesi konseling melalui video 
conference dapat memperluas jangkauan layanan KUA dan meningkatkan 
partisipasi calon pengantin terutama mereka yang bekerja dengan jam kerja 
yang padat atau tinggal di daerah terpencil yang sulit mengakses kantor 
KUA. Namun implementasi layanan virtual ini memerlukan investasi 
dalam infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan sumber daya 
manusia untuk menggunakan platform digital secara efektif, 
pengembangan konten multimedia yang interaktif dan engaging, serta 
penyesuaian metode penyampaian agar tetap dapat mencapai tujuan 
pembelajaran meskipun dilakukan secara jarak jauh 20. 

Kolaborasi lintas sektor antara KUA dengan berbagai stakeholder 
eksternal seperti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi 
masyarakat sipil, dan bahkan sektor swasta menjadi strategi penting dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang komprehensif 
dan berkualitas. Studi kasus menunjukkan bahwa kerja sama antara KUA 
dengan Puskesmas dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam 

 
19 Peran Bimbingan et al., “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum 
Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe” 1, no. 
1 (2022): 19–41, https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207. 
20 “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 
Pencatatan Pernikahan.” 
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pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah telah menghasilkan dampak 
signifikan berupa penurunan permohonan dispensasi nikah dari empat 
puluh tujuh kasus pada tahun dua ribu dua puluh tiga menjadi dua puluh 
tiga kasus pada tahun dua ribu dua puluh empat di wilayah tertentu. 
Keberhasilan ini mendemonstrasikan bahwa pendekatan multisektoral 
yang mengintegrasikan perspektif keagamaan dengan perspektif kesehatan 
dan kependudukan lebih efektif dalam mengubah mindset masyarakat 
tentang pentingnya kesiapan matang sebelum menikah dibandingkan 
pendekatan monolitik yang hanya mengandalkan perspektif keagamaan 
semata. Kolaborasi semacam ini juga memungkinkan pembagian beban 
kerja dan tanggung jawab serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh 
masing-masing institusi untuk mencapai tujuan bersama yaitu terwujudnya 
keluarga berkualitas 21. 

Kendala struktural yang dihadapi oleh KUA dalam 
mengimplementasikan program bimbingan perkawinan secara optimal 
mencakup keterbatasan anggaran operasional, minimnya jumlah tenaga 
penyuluh yang memiliki sertifikasi sebagai fasilitator bimbingan 
perkawinan, ketidaktersediaan modul referensi yang komprehensif dan 
terstandarisasi, serta tantangan dalam menjangkau calon pengantin yang 
memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di wilayah terpencil. Penelitian di 
wilayah tertentu mengidentifikasi bahwa keterbatasan dana menjadi 
hambatan utama yang mengakibatkan pelaksanaan bimbingan lebih 
banyak menggunakan metode mandiri dengan durasi singkat sekitar tiga 
puluh menit yang fokusnya terbatas pada latihan ijab qabul dan materi 
dasar, sementara metode tatap muka klasikal dan virtual yang seharusnya 
lebih komprehensif belum dapat dijalankan secara optimal. Rendahnya 
kehadiran peserta akibat benturan dengan jam kerja, kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan, serta minimnya 
fasilitas pendukung seperti ruangan yang memadai dan peralatan 
audiovisual juga menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi melalui 
penguatan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah serta 
peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan pemanfaatan 
sumber daya yang tersedia 22. 

 
Sinergitas Regulasi dan Praktik dalam Mewujudkan Ketahanan 
Keluarga  

 
21 Diniyati, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan 
Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022” 14, no. 3 
(2025): 290–305. 
22 Nabilla Amirah, Jhon Afrizal, and Ridal Walidain, “Challenges in Implementing Islamic 

Pre-Marital Guidance : A Qualitative Study” 3 (2025): 35–46. 
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Bagian akhir dari isi artikel ini menekankan bahwa keberhasilan 
KUA dalam menekan angka perceraian sangat bergantung pada 
sinkronisasi antara kebijakan pemerintah (Kementerian Agama) dengan 
kompetensi sumber daya manusia di tingkat lokal. Integrasi antara regulasi 
hukum positif dengan pendekatan humanis-religius merupakan kunci utama dalam 
menjaga stabilitas nasional melalui unit keluarga 23. Dengan memperkuat fungsi 
KUA sebagai pusat konsultasi keluarga, negara secara aktif hadir untuk 
melindungi hak-hak sipil dan spiritual warga negaranya, sekaligus 
memastikan bahwa nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah tetap 
menjadi jati diri keluarga Indonesia. 

Kerangka regulasi yang mengatur tentang pencatatan pernikahan 
dan kewajiban bimbingan perkawinan telah memberikan landasan hukum 
yang kuat bagi KUA untuk menjalankan fungsi edukatif dan preventif 
dalam upaya meminimalisir angka perceraian serta meningkatkan kualitas 
kehidupan keluarga di Indonesia. Regulasi terbaru secara eksplisit 
mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan 
perkawinan yang bertujuan memberikan pembekalan mengenai 
perencanaan keluarga, pengetahuan dan keterampilan mengelola 
kehidupan rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta dinamika 
perkawinan dan keluarga sebelum mereka melangsungkan akad nikah. 
Ketentuan ini menempatkan bimbingan perkawinan sebagai bagian 
integral dari proses pencatatan pernikahan di mana sertifikat keikutsertaan 
dalam program bimbingan menjadi salah satu syarat administratif yang 
harus dipenuhi untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya 
perkawinan secara hukum negara. Sinergi antara regulasi yang bersifat 
imperatif dengan praktik pelaksanaan di tingkat grassroot menjadi kunci 
keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembentukan keluarga sakinah 
mawaddah warahmah yang menjadi cita-cita hukum perkawinan di 
Indonesia 24. 

Filosofi hukum perkawinan di Indonesia yang menempatkan tujuan 
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai esensi dari ikatan pernikahan meniscayakan adanya 
upaya sistematis untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri agar 
memiliki kematangan fisik, mental, dan spiritual sebelum memasuki 
jenjang pernikahan. Ketentuan fundamental ini menggarisbawahi bahwa 
perkawinan bukan sekadar kontrak perdata antara dua individu melainkan 

 
23 Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan 
Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan 
Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” Mizan: Journal of Islamic Law 5, no. 3 (2021): 
393–400. 
24 “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 
Pencatatan Pernikahan.” 
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merupakan institusi sakral yang mengikat secara lahir dan batin dengan 
konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang menyeluruh terhadap 
kehidupan kedua belah pihak serta keturunan yang akan dilahirkan dari 
pernikahan tersebut. Pemahaman tentang sakralitas dan tujuan luhur 
perkawinan ini harus ditanamkan sejak awal melalui program bimbingan 
yang komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek formalitas hukum 
tetapi juga aspek substansial tentang makna komitmen, tanggung jawab 
timbal balik, hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, serta 
keterampilan praktis dalam mengelola dinamika rumah tangga. Integrasi 
antara nilai-nilai teologis dengan pengetahuan praktis dalam kurikulum 
bimbingan perkawinan menjadi manifestasi dari upaya negara untuk 
menerjemahkan cita-cita filosofis hukum perkawinan ke dalam realitas 
kehidupan masyarakat 25. 

Implementasi kebijakan bimbingan perkawinan di tingkat 
operasional menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat 
bergantung pada empat variabel kunci yaitu komunikasi kebijakan yang 
efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi atau komitmen 
dari para pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. 
Analisis terhadap pelaksanaan program di salah satu wilayah menunjukkan 
bahwa KUA telah berhasil mengkomunikasikan kepada calon pengantin 
sejak tahap pendaftaran bahwa sertifikat bimbingan perkawinan 
merupakan syarat wajib untuk memperoleh buku nikah sehingga tidak 
terjadi resistensi dari masyarakat. Dari aspek sumber daya, KUA telah 
memiliki fasilitator yang tersertifikasi meskipun jumlahnya terbatas dan 
melakukan kolaborasi dengan instansi kesehatan untuk materi tertentu 
guna memastikan kualitas penyampaian. Komitmen KUA dalam 
melaksanakan program ini tercermin dari upaya mereka untuk tetap 
menyelenggarakan bimbingan meskipun menghadapi keterbatasan 
anggaran dengan memanfaatkan metode mandiri yang lebih efisien. 
Struktur birokrasi juga telah ditata dengan pembagian tugas yang jelas 
dalam penyelenggaraan bimbingan termasuk penjadwalan, penyediaan 
fasilitas, dan sistem pelaporan 26. 

Evaluasi terhadap efektivitas bimbingan perkawinan sebagai 
instrumen pencegahan perceraian menunjukkan hasil yang 
menggembirakan meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan 
peningkatan kualitas program. Penelitian di berbagai wilayah 
mengungkapkan bahwa mayoritas peserta bimbingan perkawinan 

 
25 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 
26 Bagas Alfansyah and Triadi Wicaksono, “PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN 
PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)” 6 (2025): 416–29. 
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memberikan respon positif terhadap program ini dengan menilai bahwa 
materi yang disampaikan sangat relevan dan bermanfaat untuk 
mempersiapkan mereka memasuki kehidupan rumah tangga yang 
sesungguhnya penuh dengan tantangan dan dinamika yang kompleks. 
Persepsi positif ini diterjemahkan dalam perubahan perilaku dan sikap 
calon pengantin yang menjadi lebih realistis dalam memahami pernikahan, 
lebih siap menghadapi konflik potensial, dan lebih berkomitmen untuk 
menjaga keutuhan rumah tangga melalui komunikasi yang baik dan 
penyelesaian masalah yang konstruktif. Namun demikian, efektivitas 
program ini masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan dalam hal 
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan, 
peningkatan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan program yang 
lebih komprehensif, penambahan jumlah fasilitator yang berkualitas, serta 
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur 
dampak jangka panjang program terhadap ketahanan keluarga 27. 
 
Penutup 

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan penting terkait peran 
Bimbingan Perkawinan oleh KUA dalam menekan angka perceraian di 
Indonesia. Pertama, transformasi Bimwin dari anjuran menjadi kewajiban 
administratif sejak tahun 2024 telah mengubah paradigma pencatatan 
pernikahan dari yang semula bersifat prosedural menjadi edukatif-
preventif, di mana sertifikat bimbingan menjadi syarat mutlak memperoleh 
buku nikah. Kedua, materi Bimwin yang mencakup hak dan kewajiban 
suami istri, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, dan ketahanan 
keluarga terbukti meningkatkan kesiapan mental calon pengantin dengan 
lima puluh lima persen peserta menilai program sangat penting dalam 
membekali mereka menghadapi dinamika rumah tangga. Ketiga, 
kolaborasi multisektoral antara KUA dengan Puskesmas dan instansi 
terkait menghasilkan penurunan dispensasi nikah hingga lima puluh 
persen di wilayah tertentu, mendemonstrasikan efektivitas pendekatan 
holistik yang mengintegrasikan perspektif keagamaan, kesehatan, dan 
kependudukan. 

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Kementerian 
Agama untuk memperkuat kapasitas KUA melalui peningkatan alokasi 
anggaran khusus bimbingan perkawinan, penambahan jumlah fasilitator 
bersertifikat, dan pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap 
tantangan kontemporer seperti pengaruh media sosial dan work-life 

 
27 Alfiah Asa and Muhsan Syarifuddin, “Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan 
Agama Dalam Mencegah Perceraian Dan Membangun Kebahagiaan Keluarga” 9, no. 1 
(2025): 1–22. 
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balance. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan 
longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang bimbingan 
perkawinan terhadap stabilitas rumah tangga melalui studi kohort yang 
membandingkan tingkat perceraian antara pasangan yang mengikuti 
bimbingan dengan yang tidak, serta menganalisis faktor-faktor kontekstual 
yang memoderasi efektivitas program di berbagai wilayah geografis dan 
demografi. 
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